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ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan 
terjadi lonjakan impor produk kawat seng sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri 
dalam negeri. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk 
Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, 
TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 
4661), Keppres 84 Tahun 2002, Keppres 56/P Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Terhadap impor produk kawat seng yaitu kawat besi atau baja bukan paduan, disepuh atau dilapisi 
dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, kecuali ukuran British 
Weight Gauge (BWG) lebih dari 20 atau diameter kurang dari 0,89 mm dan diameter 1,9 mm sampai 
dengan 4,2 mm dengan lapisan seng diatas 240 gr/m2, yang termasuk dalam pos tarif ex 
7217.20.10.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kawat seng yang 
diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan merupakan tambahan bea masuk umum (Most 
Favored Nation) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian 
perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang 
termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan 
memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional. Terhadap 
impor produk kawat seng yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea 
Masuk Tindakan Pengamanan dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian 
perdagangan dengan Indonesia, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal 
(Certificate of Origin). 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya 
Peraturan Menteri Keuangan ini. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 23 

Maret 2011. 

  - Lampiran: halaman 1-2. 

 


